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 PEMBINA TK. I / IV B  
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BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI Nama SOP 
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi 
Publik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

6. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang 
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian. 
 

1. Memahami prosedur penyusunan iliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. 

2. Mampu bekerjasama dalam Tim 
 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi 
2. Bidang Pengolahan data dan klasifikasi 
3. OPD yang menguasai informasi 
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 

1. Form Daftar Informasi yang dikuasai 
2. Panduan Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 
3. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
4. Komputer, Printer, Scanner 
5. Alat Tulis Kantor 
6. Jaringan Internet 



PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pelanggaran Prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan 
kesengajaan tidak menyusun DIDP dapat dikenakan sanksi administratif 
sesuai dengan Standar pelayanan PPID 

1. Petugas Informasi 

2. Bidang pengolah data dan klarifikasi informasi 

3. PPID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

No Kegiatan 
P e l a k s a n a Pendukung 

Ket PPID 
Pelaksana 

PPID 
Utama  

Atasan 
PPID  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang 
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing 
komponen di Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi 
sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, 
yang berupa arsip statis mapun dinamis, arsip aktif maun 
arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang 
dilakukan meliputi dokumen, penanggung jawab 
pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk 
informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. 
Format pengisian dalam pengumpulan informasidan 
dokumentasi di masing-masing komponen di Pemenrintah 
Kota Tarakan. 

 
 

  Surat 
Informasi 
data 
masuk,Buku 
agenda 
surat masuk  

30 Hari Daftar 
informasi dan 
dokumntasi 
Publk yang 
telah 
dikumpulkan 
dari komponen 
dan perangkat 
daerah.  

 

2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi 
yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya 
berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu 
juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang 
dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah 
ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Pasal 
18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan 
penuh ketelitian sebelum menyatakan Iformasi dan 
Dokemntasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap 
orang. 

 

  Menglasifika
sikan 
seluruh 
informasi 
masuk   

5 Hari Daftar 
informasi dan 
dokumntasi 
Publk yang 
telah 
diklasifikasi 
kebenarannya. 

 

 

  

      

Mulai 

Ya 

Ya 



 

  

      

3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk 
softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam 
bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip 
dokumen dan DIDP pisahkan sesuai klasifikasi informasi 
dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan 
setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan 
dokumentasi yang dikecualikan. 

 
 

 

  Mendokume
ntasikan 
informasi 
masuk yang 
sudah 
diklasifikasi  

5 
menit 

Daftar 
informasi dan 
dokumntasi 
Publk yang 
telah 
diklasifikasi 
kebenarannya.
dulanjutkan  
didukumnenta
sikan  

 

4. Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan 
kepada masyarakat. 

 

 

 

  Menetapkan 
dengan 
membuat 
Surat 
Keputusan 
Walikota  

3 hari Daftar 
informasi dan 
dokumntasi 
Publik yang 
telah 
dokumentasika
n dilanjutkan 
pembuatan 
surat 
keputusan 
ketetapan 

 

5. 

Mengunggah DIDP ke website resmi Pemerintahan 
Daerah maupun melalui sarana informasi lainnya. 

 

 

  Mengumum
kan daftar 
informasi 
publik di 
website. 

5 
menit 

Daftar 
informasi dan 
dokumntasi 
Publik yang 
telah 
dibuatkan SK 
di publikasikan 
di website. 

 

Selesai 

  

  



 


